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RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 

PADA IUPHHK-HA KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM 

DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 
LVLK 

: Ir. Kurnia 

f. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor); 
2. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Anggota); dan 
3. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota). 

g. Tim Pengambil 
Keputusan 

: Ir. Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Auditee : Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 

b. SK IUPHHK-HA :  No.: 112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 

c. Luas dan Lokasi : 21.690 Hektar 

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur 

d. Alamat Kantor : Jl. Siti Aisyah No. 86 RT 17 Gg. 6C Kec. Samarinda Ulu 

Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 

e. No. Telepon/Fax/Email : - 

f. Pengurus Perusahaan : - Ketua : Syahyuni Marhan, SE 
- Sekretaris : Poniman, A.Ma,Pd 
- Bendahara : H. Bahrani 

g. Management Representatif : Rizaldi, S.Hut 

 

 

 

 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com


 
 
 

P a g e  2 | 26 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

 

 

3. RINGKASAN KEGIATAN AUDIT 

Tahapan Waktu dan Tempat Keterangan  

Konsultasi Publik - Tidak memerlukan konsultasi publik 

Pertemuan Pembukaan Base Camp 

KPPD, 

28 September 2016 

Menyampaikan dan memberikan 
penjelasan singkat terkait dengan : 

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup 
verifikasi, tahap dan kegiatan audit 
lapangan beserta metodologinya, 
standar acuan yang digunakan dan 
susunan tim audit. 

b. Menyampaikan aturan acuan audit 
standar VLK termasuk ketentuan 
tentang kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Base Camp dan 
Areal Kerja  

KPPD 

28 - 29  

September 2016 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
produksi dan penjualan. 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, 
uji petik, wawancara dan penandaan 
ketelusuran kayu. 

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan menggunakan 
acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen 
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 

Pertemuan Penutupan Base Camp  

KPPD, 

30 September 2016 

a. Penyampaian kesimpulan audit 
mencakup temuan kesesuaian dan 
ketidaksesuaian serta meminta 
konfirmasi auditee atas kesimpulan 
audit. 

b. Pemberian catatan ketidaksesuaian 
dan konfirmasi waktu pemenuhannya. 

c. Membuat dan mendatangani BA 
Pertemuan Penutupan. 
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Pengambilan Keputusan Samarinda, 

14 Oktober 2016 

a. Koperasi Pondok Pesantren 
Darussalam Makmur dinyatakan 
MEMENUHI  persyaratan legalitas 
kayu sesuai kriteria sebagaimana 
tercantum pada  Lampiran 2.1. 
Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/ 
SET/4/2016. 

b. Status S-LK Koperasi Pondok 
Pesantren Darussalam dapat 
DILANJUTKAN/DIPERTAHANKAN 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak 
Pengelolaan. 

 

Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 

 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan 
hutan yang dikelola IUPHHK. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK 
IUPHHK). 

Memenuhi Tersedia SK IUPHHK yaitu Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : 112/Kpts-II/2000 tanggal 

29 Desember 2000, tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Alam Koperasi Pondok 
Pesantren Darussalam seluas ± 21.690 (Dua 

Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) 

Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK 
ditandatangani di Jakarta oleh Menteri 

Kehutanan Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma’il, MSc. 

yang dicap Kementerian Kehutanan tanggal 29 
Desember 2000. Dokumen Surat Keputusan 

IUPHHK-HA Koperasi Pondok Pesantren 

Darussalam yang diverifikasi merupakan 
salinan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro 

Hukum dan Organisasi Soeprayitno SH.MM. 

NIP 080020023 

Telah tersedia legalitas Koperasi Pondok 

Pesantren Darussalam seperti : 

- Akte Pendirian SK Menkop PKM No 
33/BH/172/IV/1999 tgl 13 April 1999 

- Akte Perubahan Nomor 11 tanggal 28 

Februari 2011 oleh Notaris Ny. Silvia Eny 
Kristiani, SH. M.Kn. dan Keputusan 

Menteri Negara Urusan Koperasi dan 

Usaha Kecil, Menengah  



 
 
 

P a g e  5 | 26 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

nomor 05/KEP/BH/PAD/KOPENTREN/ 

XX.8/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 

- Akte Notaris Perubahan Penunjukkan 
Kuasa Usaha No 18 tanggal 29 April 2016 

Notaris H.M. Sutamsis, SH,MH,M.Kn 

Pemberian Kuasa Usaha Kopontren 
Darussalam kepada : 

 AHMAD SYAIFUL 

- SIUP No 503/130/BPMPPT-3.2.1/IV/2015   

- TDP No 170224600042  

- NPWP No 01.408.500.5-726.000.  

b. Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu. 
(IIUPHHK). 

Memenuhi Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor 

2471/VI-Edar/2000 dan nomor S.422/VI-
BIKPHH/2012 yang diterbitkan oleh 

Kementerian Kehutanan dan terdapat Bukti 

setor pelunasan tgl 26 September 2012 via Bank 
Mandiri. 

c. Penggunaan kawasan 
yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK 
(jika ada). 

Not Applicable Pada areal IUPHHK-HA KPPD tidak terdapat 

izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di 
luar IUPHHK-HA 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / 
RTT) disahkan oleh yang berwenang. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ 
RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 

Memenuhi - RKUPHHK-HA Kopontren Darussalam 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 
tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

SK.83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011. 

- Terdapat lampiran Peta RKTUPPH-HA 
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pejabat yang 
berwenang, meliputi : 

 Dokumen 
RKUPHHK/RPKH 
& lampirannya 
yang disusun 
berdasarkan 
IHMB/risalah 
hutan dan 
dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL Timber 
Cruising dan/atau 
Canhut. 

 Dokumen 
RKT/RTT yang 
disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH dan 
disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang atau 
yang disahkan 
secara self approval. 

 Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL 
Canhut. 

Kopontren Darussalam skala 1 : 50.000 yang 

sudah ditandatangani oleh pejabat pengesah 

M.Awriya Ibrahim dan distempel  
berdasarkan tutupan lahan dan peta pada 

sediaan kayu diameter 40 cm up dan pada 

sediaan kayu diameter 50 up. 

- Terdapat RKUPHHK-HA Revisi Kopontren 

Darussalam jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan 
telah mendapat pengesahan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.3339/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tentang 

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 

Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 
atas nama Koperasi Pondok Pesantren 

Darussalam Provinsi Kalimantan Timur 

Periode Tahun 2012 – 2021. 

- Terdapat lampiran Peta RKTUPPH-HA 

Kopontren Darussalam skala 1 : 50.000 yang 

sudah ditandatangani oleh pejabat pengesah 
Ida Bagus Putera Parthama dan distempel  

berdasarkan tutupan lahan dan peta pada 

sediaan kayu diameter 40 cm up dan pada 
sediaan kayu diameter 50 up 

- RKTUPHHK-HA tahun 2015 A.n. 

Kopontren Darussalam, yang telah 
mendapat persetujuan dari Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/06/Kpts/RKT/DK-
III/2015 tanggal 19 Januari 2015  

- RKTUPHHK-HA tahun 2016 A.n. 

Kopontren Darussalam, yang telah 
mendapat persetujuan dari Dinas 

Kehutanan Povinsi Kalimantan Timur 

Nomor : 522.110.1/127/Kpts/RKT/DK-
III/2016 tanggal 08 September 2016. 

- Terdapat Ganis Canhut  sebanyak 1 Orang 

atas nama Markus Mereng Regiser No: 
00591-13/CANHUT/XX/2011 berlaku 
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sampai dengan 17 Mei 2018 dan SK Kuasa 

Usaha Kopontren Darussalam 

No.21/KPPD-SMD/IX/2016 tanggal 12 
September 2016 

b. Peta areal yang tidak 
boleh ditebang pada 
RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di 
lapangan. 

Memenuhi Pada  Peta lampiran RKT 2015 dan RKT 2016 

terdapat areal yang tidak boleh ditebang 

berupa areal KPPN dan Sempadan Sungai. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan areal 

adanya penataan batas areal yang termasuk 

kategori kawasan lindung dan tidak boleh 
ditebang berupa areal KPPN dan Sempadan 

Sungai pada koordinat : 

- KPPN = N 000 15’ 17,5” dan E 1150 39’ 01,6” 

- Sempadan Sungai Maribu N 000 15’ 20,1” 

dan E 1150 39’ 09,3” serta Sempadan Sungai 

Bia N 000 11’ 33,5” dan E 1150 38’ 25,2” 

 

c. Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan 
terbukti di lapangan. 

Memenuhi - Areal Blok RKT 2015 terbagi ke dalam 6 

Petak yang terdapat pada peta RKT 2015 
yang telah disahkan dan terdapat tanda 

pada peta RKT 2015 berupa arsiran dan 

stempel pengesahan dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur. 

- Areal Blok RKT 2016 terbagi ke dalam 13 

Petak yang terdapat pada peta RKT 2016 
yang telah disahkan dan terdapat tanda 

pada peta RKT 2016 berupa arsiran dan 

stempel pengesahan dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur. 

- Hasil Pengecekan di lapangan dapat 

dijumpai adanya penandaan dan 
pemasangan plang rambu pada areal dan 

titik batas sbb. : 
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. 

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen Rencana 
Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-
lampirannya. 

Memenuhi - RKUPHHK-HA Kopontren Darussalam 

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode 

tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

SK.83/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Juli 2011. 

- Terdapat lampiran Peta RKTUPPH-HA 
Kopontren Darussalam skala 1 : 50.000 yang 

sudah ditandatangani oleh pejabat pengesah 

M.Awriya Ibrahim dan distempel  
berdasarkan tutupan lahan dan peta pada 

sediaan kayu diameter 40 cm up dan pada 

No Batas  
Koordinat  Geograf is  

Keterangan 
LU BT 

1 Konsesi 

IUPHHK-HA 

Kopontren 

Darussalam  

00° 11’ 47,5”  115° 36’ 55,1” Berada di jalan dan berbatasan 

dengan eks IUPHHK-HA 

Hacyenda Wood Industries  

2 Petak RKT 2015 

Petak I-2 dan I-1 

00° 17’ 07,9”  115° 40’ 12,0” Berupa Cat Merah strip 1 pada 

batang pohon atau pada patok 

kayu.  

3 Titik Ikat 

Pengukuran 

Batas RKT 2016 

00° 15’ 21,1”  115° 39’ 07,1” Di samping Sungai Maribu 

dengan cat merah pada patok 

dan plang  

4 Batas Blok RKT 

2016  

00° 15’ 27,8”  115° 39’ 07,3” Terdapat plang bertuliskan nama 

RKT 2016. 

5 Persilangan 

Batas Petak E19 

dan Petak F19 

dan E18 

00° 15’ 28,8”  115° 39’ 07,1” Cat warna merah pada patok dan 

Nama Petak di Pohon 

6 Batas Petak F20 

dan F19 

00° 16’ 02,1”  115° 39’ 21,4” Terdapat patok bercat  warna 

merah 

7 Batas Blok RKT 

2014 dengan 

RKT 2016 pada 

Petak F20 dan 

G20 

00° 16’ 32,4”  115° 39’ 48,8” Terdapat patok warna merah dan 

bersilangan dengan arah utara 

selatan dan timur barat sesuai 

dengan di peta 
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sediaan kayu diameter 50 up. 

- Terdapat RKUPHHK-HA Revisi Kopontren 

Darussalam jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan 

telah mendapat pengesahan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.3339/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tentang 
Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 

Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

atas nama Koperasi Pondok Pesantren 

Darussalam Provinsi Kalimantan Timur 
Periode Tahun 2012 – 2021. 

- Terdapat lampiran Peta RKTUPPH-HA 

Kopontren Darussalam skala 1 : 50.000 yang 
sudah ditandatangani oleh pejabat pengesah 

Ida Bagus Putera Parthama dan distempel  

berdasarkan tutupan lahan dan peta pada 
sediaan kayu diameter 40 cm up dan pada 

sediaan kayu diameter 50 up 

b. Kesesuaian lokasi dan 
volume pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

Not Applicable Pada dokumen RKUPHHK-HA Revisi 

Kopontren Darussalam menyebutkan untuk 
pelaksanaan sistem silvikultur THPB namun 

untuk RKT tahun 2015 dan RKT tahun 2016 

tidak melakukan atau menerapkan sistem 
silvikultur THPB  
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ 
dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

Memenuhi Terdapat SK penetapan Petugas pembuat LHP 

yang dimiliki oleh Kopontren Darussalam 

sebanyak 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB 
pembuat LHP atas nama Nursani Kesuma 

Atmaja No.Reg 01232-13/PKB-R/XX/2013 

berlaku sampai dengan 20 Juni 2019. 

Terdapat kesesuaian data antara dokumen 

LHP dan Buku ukur. Total LHP selama 

Periode audit sebanyak 1387 Btg 8.912,03 M3. 
LHP telah disahkan dan diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan. 

Terdapat LMKB dan stok kayu di TPK Antara 
sebanyak 96 Btg, 535,00 M3 

Uji Petik pengukuran kayu dilakukan TPK 

Antara I KM 0 Camp Kedawan pada koordinat 
N 000 08’ 02,1” E 1150 31’ 20,5”  . 

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil 

pengukuran uji petik dan hasil pengukuran 
LHP dengan selisih volume sebesar 1,1 % dan 

tidak ada perbedaan jenis. LHP telah dibuat 

oleh petugas yang sah dan disahkan oleh 
P2LHP atas nama Parwanto, S.Hut Register 

Nomor 00001/WAS-PKB.R/XX/2010.  

Berikut uji petik terhadap Nomor Batang pada 
LHP No.20 / LHP-KPPD / II / Bulan Oktober 
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2015 dan LHP No.23 / LHP-KPPD / I / Bulan 

Desember 2015 dapat ditemukan di Lapangan : 

 
 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Surat keterangan sahnya 
hasil hutan dan 
lampirannya dari : 
- TPK hutan ke TPK 

Antara, 
- TPK hutan ke industry 

primer dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar 

Memenuhi Kopontren Darussalam memiliki SK penetapan 

TPn, TPK Hutan dan TPK Antara, berdasarkan 

: 

- SK No. 19/KPPD-SMD/IX/2016 tentang 

Penetapan dan Penggunaan Lokasi Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) Antara KM 0 
Base Camp Kedawan pada koordinat N 000 

08’ 02,1” E 1150 31’ 20,5”  dan TPK Antara 

II Tepian Ulaq pada koordinat N 000 18’ 
42,7” E 1160 05’ 03,2”.  

- SK No. 20/KPPD-SMD/IX/2016 tentang 

Penetapan dan Penggunaan Lokasi Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn) dan Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) Hutan pada 

petak-petak tebangan untuk TPn dan TPK 
Hutan pada koordinat N 000 11’ 40,9” E 
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1150 37’ 23,5”. 

Kopontren Darussalam telah menerbitkan  

Dokumen Surat Kererangan Sahnya Hasil 
Hutan beserta lampirannya untuk 

pengangkutan kayu dari : 

a. TPK Hutan KM 20 menuju TPK Antara I 
sebanyak 127 set terdiri dari 1389 Btg. 

sebesar 8.907,08 m3. 

b. TPK Antara I menuju TPK Antara II 
sebanyak 4 set terdiri dari 1334 Btg. sebesar 

7.780,37 m3. 

c. TPK Antara II menuju Industri Primer 
Kayu di Samarinda dan Semarang 

sebanyak 4 set terdiri dari 2175 Btg. sebesar 

13.333.74 m3. 

Dokumen SKSKB/FAKB telah diterbitkan oleh 

Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk  

menerbitkan dokumen SKSKB/FAKB atas 
nama Ery Susanto No.Reg 00780-13/PKB-

R/XX/2012 berlaku sampai dengan 16 Juli 

2018. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Tanda-tanda PUHH/ 
barcode pada kayu 
bulat dari pemegang 
IUPHHK-HA bisa 

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan diketahui tanda-

tanda PUHH pada kayu bulat telah sesuai 
dengan dokumen. Terdapat label plastik ecolin 

warna merah yang terdapat di bontos berisi 
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dilacak balak. identitas kayu bulat berupa nomor petak, 

nomor pohon, jenis kayu , panjang  kayu, dan 

diameter kayu. 

Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal 

usul kayu pada FAKB/SKSKB dan LHP 

sampai dengan tunggul di lapangan, 
diantaranya : 

- No. Batang I1 1811 tercantum pada FAKB 

Lanjutan  No. KOPPD.1.19.A.002916 yang 
dilampiri DKB dengan  No. 

04/DKB/KPPD-Sebelang/2015 Tgl. 30 

Desember 2015. FAKB No. 
KOPPD.1.19.A.002916 berasal FAKB No. 

KOPPD.1.19.A.002913 dilampiri DKB No 

08/DKB-KPPD/Bulan November 2015, Tgl. 
26 November 2015. FAKB No. 

KOPPD.1.19.A.002913 berasal dari SKSKB 

No. DG 2349257 dilampiri DKB  No. 
04/DKB-KPPD/XI/2015 Tgl. 19 November 

2015. SKSKB No. DG 2349257 dan lampiran 

DKB berasal dari LHP No. 20/LHP-
KPPD/II/ Bulan Oktober 2015 Tgl 29 

November 2015 yang didalamnya memuat 

Informasi Petak. Hasil verifikasi lapangan 
dapat ditemukan Tunggul pohon I1 1811 

pada koordinat N 000 17’ 35,5” E 1150 39’ 

59,6” dan terdapat label warna merah yang 
menempel pada Tunggul Pohon. 

- No. Batang I1 1469 tercantum pada FAKB 

Lanjutan  No. KOPPD.1.19.A.002916 yang 
dilampiri DKB dengan  No. 

03/DKB/KPPD-Sebelang/2015 Tgl. 19 

November 2015. FAKB No. 
KOPPD.1.19.A.002916 berasal FAKB No. 

KOPPD.1.19.A.002913 dilampiri DKB No 

08/DKB-KPPD/Bulan November 2015, Tgl. 
26 November 2015. FAKB No. 

KOPPD.1.19.A.002913 berasal dari SKSKB 

No. DG 2349257 dilampiri DKB  No. 
04/DKB-KPPD/XI/2015 Tgl. 19 November 

2015. SKSKB No. DG 2349257 dan lampiran 

DKB berasal dari LHP No. 20/LHP-
KPPD/II/ Bulan Oktober 2015 Tgl 29 
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November 2015 yang didalamnya memuat 

Informasi Petak. Hasil verifikasi lapangan 

dapat ditemukan Tunggul pohon I1 1469 
pada koordinat N 000 17’ 33,8” E 1150 39’ 

58,6” dan terdapat label warna merah yang 

menempel pada Tunggul Pohon. 

Uji petik telah dilakukan pada kayu lainnya 

yang berada di TPK Antara I KM 0 Camp 

Kedawan  koordinat N 000 08’ 02,1” E 1150 31’ 
20,5”  . 

 

b. Identitas kayu 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin. 

Memenuhi Penatausahaan hasil hutan pada Kopontren 

Darussalam telah sesuai dengan ketentuan 
yang memungkinkan untuk dilakukan 

penelusuran kayu/ lacak balak dan sudah 

diterapkan secara konsisten di lapangan. 

Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan 

kayu di TPK hutan, Petak tebangan, dan 

Tunggul kayu diketahui bahwa Kopontren 
Darussalam telah menerapkan penandaan 

kayu. Penandaan kayu pada penatausahaan 

hasil hutan kayu di Kopontren Darussalam 

menunjukkan adanya/ terdapat sistem yang 

memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak 

dimana telah dilakukan.  
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke 
luar TPK. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk 
hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 

Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa pada periode 
audit  Kopontren Darussalam memiliki arsip 

dokumen SKSKB yang digunakann untuk 

melindungi kayu ke luar TPK dari TPK Hutan 

menuju TPK Antara I KM 0 dengan rincian 

sbb.: 

 

No Bulan Set Batang m3 

1 Sep-15 90 961 6272,73 

2 Okt-15 - - - 

3 Nov-15 - - - 

4 Des-15 37 428 2634,35 

5 Jan-16 - - - 

6 Feb-16 - - - 

7 Mar-16 - - - 

8 Apr-16 - - - 

9 Mei-16 - - - 

10 Jun-16 - - - 

11 Jul-16 - - - 

12 Agu-16 - - - 

Jumlah 127 1389 8.907,08 
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Kopontren Darussalam pada periode audit 

memiliki arsip dokumen FAKB yang 

digunakann untuk melingungi kayu ke luar 
TPK dari TPK Antara I menuju TPK Antara II 

yaitu : 

 

No Nomor Seri 
Tanggal 
Penerbit  

Volume 

Btg m³ 

1 
KOPPD.1.19.A. 
002906 09/11/2015 400 2.132,02 

2 
KOPPD.1.19.A. 
002913 26/11/2015 353 2.149,87 

3 
KOPPD.1.19.A. 
002914 21/12/2015 201 1.398,78 

4 
KOPPD.1.19.A. 
002915 26/12/2015 380 2.099,70 

Jumlah 4 
1.33

4 
7.780,37 

 

Kopontren Darussalam pada periode audit 
memiliki arsip dokumen FAKB yang 

digunakann untuk melingungi kayu ke luar 

TPK dari TPK Antara II menuju Industri yaitu : 

No Nomor Seri 
Tanggal 
Penerbit  

Volume 

Btg m³ 

1 
KOPPD.1.19.A. 
002909 

10/10/201
5 386 2.477,37 

2 
KOPPD.1.19.A. 
002910 

19/11/201
5 400 2.132,02 

3 
KOPPD.1.19.A. 
002911 

24/11/201
5 455 3.076,00 

4 
KOPPD.1.19.A. 
002916 

30/12/201
5 934 5.648,35 

Jumlah 4 2.175 13.333,74 

 

Dokumen SKSKB/FAKB diterbitkan oleh 

petugas Ganis PHPL PKB penerbit 

SKSKB/FAKB yang telah sesuai dengan 
ketentuan. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang 
terkait dengan kayu. 

 

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 
atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DR dan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

Memenuhi Terdapat dokumen SPP DR dan/ atau PSDH 
yang diterbitkan secara manual yang sudah 

sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, 

volume maupun tarif. 

Pejabat Penerbit SPP selama periode audit 

pada tahun 2015 dikeluarkan oleh Dinas 

Kehutanan Kabupaten Kutai Barat an. : 

- Heppy Hubertus, S.Sos NIP  19670318 

200604 1 009 

- H. M. Taufan NIP. 19591001 198403 1 010 

Total SPP yang diterbitkan selama Periode 

Audit sbb.: 

SPP DR sebesar US $  147.019,53 

SPP PSDH sebesar Rp  677.140.460,00 

b. Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH. 

Memenuhi Bukti setor PSDH diverifikasi telah dibayar 

sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang 

tercantum dalam dokumen baik kelompok 
jenis, volume maupun tarif telah sesuai. 

Pembayaran DR dan/atau PSDH pada SPP 

Manual dibayarkan melalui Bank Mandiri 
Cabang Samarinda Mulawarman. Pembayaran 

dilakukan dengan transfer ke rekening BPn182 

Biro Keuangan Setjen Kemen LHK-1 No. 102-
000-4819717 untuk DR dan Rekening, dan 

BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 

No 102-000-4204001 untuk PSDH. 

Total pembayaran yang telah dilakukan 
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selama Periode Audit sbb.: 

SPP DR sebesar US $  147.019,53 

SPP PSDH sebesar Rp  677.140.460,00 

 

c. Kesesuaian tarif DR 
dan PSDH atas kayu 
hutan alam (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan 
untuk pembangunan 
hutan tanaman) dan 
kesesuaian tarif PSDH 
untuk kayu hutan 
tanaman. 

Memenuhi Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH 

sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku 

untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan 
volume atau ukuran yang ada. 

- P.68/Menhut-II/2014 

- PP No 12 Tahun 2014 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen PKAPT. Memenuhi Kopontren Darussalam memiliki dokumen 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar 

Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan 
oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia berdasarkan Surat 

No.224/PDN/PKAPT/10/2011, tanggal 17 

Oktober 2011 atas nama Kopontren 

Darussalam sebagai Pedagang Kayu Antar 
Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.02.2.03452 

berlaku sampai dengan 15 Oktober 2016. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen yang 
menunjukkan identitas 
kapal. 

Not Applicable Kopontren Darussalam telah melakukan 
penjualan dan/ atau pengiriman kayu ke luar 

pulau Kalimantan. Selama Periode Audit 

terdapat penerbitan dokumen FAKB sebanyak 
8 Set Dokumen dengan menggunakan kapal 

berbendera Indonesia. 

Kapal yang digunakan untuk menarik kayu 
sbb. : 

1. TB Seroja 03 

2. TB Seroja 05 

3. TB Seroja 09 

4. KM IWJ 01 

5. KM IWJ 05 

6. KM IWJ 06 

7. KM Roni Putra 05 

8. TB Mitra Bahari 02 

9. TB Jenebora 01 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 

 

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan. 

Memenuhi Kopontren Darussalam telah membubuhkan 

Tanda V-Legal lampiran dokumen SKSKB 

sesuai ketentuan yaitu dengan tanda berlogo 
Indonesian Legal Wood 147-LVLK-010-IDN.  

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL. 

Memenuhi - Areal IUPHHK Koperasi Pondok Pesantren 

Darussalam merupakan hasil redesign areal 
HPH PT. Tunggal Yudi Sawmill Plywood 

Unit I yang sudah dicadangkan berdasarkan 

Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
No. 2015/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 

Oktober 1999, dan sudah dilaksanakan 

penyusunan AMDAL (SEL, RKL/RPL) serta 
telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL 

Departemen Kehutanan dengan surat No. 

63/DJ-VI/AMDAL/1994 tanggal 30 Juli 
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1994 dan dokumen RKL/RPL dengan surat 

No. 247/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 26 

Desember 1995.  

- Berdasarkan surat kepala badan 

pengendalian dampak lingkungan No. B-

2519/IV/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 
perihal AMDAL HPH Restrukturisasi, maka 

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 

tidak wajib menyusun dokumen AMDAL 
yang baru. 

- Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan 
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di 

Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan 

Timur untuk areal seluas ± 23.800 ha. 
Dokumen tersebut dibuat oleh konsultan 

penyusun PT. Citra Karya Muda yang 

beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 
122 Jakarta Selatan telp/fax 021-83702720 

dengan direktur Ir. Ilham Rahmat S. 

terlampir dalam dokumen tersebut, surat 
pernyataan kesediaan untuk melakukan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup yang ditandatangani oleh Ketua 
KPPD a/n Zainuddin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

P a g e  22 | 26 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan 
dan menyediakan manfaat sosial. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen RKL dan 
RPL. 

Memenuhi Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan 

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di 
Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur 

untuk areal seluas ± 23.800 ha. Dokumen 

tersebut dibuat oleh konsultan penyusun PT. 

Citra Karya Muda yang beralamat di Jl. Tebet 

Barat Dalam Raya No. 122 Jakarta Selatan 

telp/fax 021-83702720 dengan direktur Ir. 
Ilham Rahmat S. terlampir dalam dokumen 

tersebut, surat pernyataan kesediaan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup yang ditandatangani oleh 

Ketua Koperasi Pondok Pondok Pesantren 

Darussalam a/n Zainuddin. 

 

b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek fisik 
kimia, biologi dan 
sosial. 

Memenuhi - Terdapat dokumen laporan pemantauan dan 

pengelolaan lingkungan periode Juli – 
Desember 2015 dan periode Januari – Juni 

2016 yang di buat oleh Rizaldi, S.Hut. 

Dokumen laporan tersebut sedang dalam 
proses pengiriman ke BLH.  

- Terdapat Plang larangan berburu satwa liar, 

larangan untuk membuka lahan perladangan 
dan himbauan untuk penyelamatan 
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lingkungan yang terdapat di beberapa titik di 

sepanjang jalan logging. Salah satunya 

berada di koordinat N 00º 11’ 47,86” E 115º 36’ 
55,23” 

- Terdapat Plang nama sempadan sungai Biak 

km 23 pada koordinat N 00º 11’ 33,72” E 115º 
38’25,12” 

- Terdapat menara api pada koordinat N 00º 

11’47,1” E 115º 37’03,3”. 

- Terdapat peringatan tingkat rawan bahaya 

kebakaran yang terdapat di camp km 20 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Pedoman/prosedur 
K3. 

Memenuhi - Terdapat dokumen Standar Operasional 
Prosedur Koperasi Pondok Pesantren 

Darussalam yang berisi 34 Standar Prosedur 

Operasi. 

- Dari berbagai standar prosedur operasi 

tersebut terdapat prosedur yang khusus 

berkaitan dengan K3 yaitu prosedur dengan 
no dokumen SO-4-05. Dalam prosedur 

tersebut dicantumkan prosedur untuk 

mencegah/mengurangi terjadinya 

kecelakaan kerja dan prosedur pertolongan 

pertama jika terjadi kecelakaan di tempat 

kerja. 
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- Terdapat Struktur Organisasi P2K3 dengan 

ketua Rizaldi, S.Hut dan disahkan oleh Kuasa 

Usaha a/n H. Ahmad Syaiful, SH pada 
tanggal 19 September 2016. 

b. Ketersediaan peralatan 
K3. 

Memenuhi - Berdasarkan dokumen tersebut Kopontren 

Darussalam memiliki peralatan K3 sebanyak 

6 jenis yaitu sepatu safety, helm, kotak P3, 
obat-obatan, APAR dan radio komunikasi 

(HT). 

- Terdapat kotak P3K yang berisi berbagai jenis 
obat-obatan antara lain kassa, hansaplast, 

entrostop, mixagrib, paramex, obat demam, 

rivanol. 

- Terdapat alat pelindung diri berupa life 

jacket (jaket pelampung) di logpond, Jaket 

pelampung ini digunakan khususnya pada 
saat melakukan pekerjaan loading di ponton 

untuk pemuatan kayu bulat di tepi Sungai 

Mahakam. 

- Terdapat alat komunikasi berupa radio SSB 

di sarana transportasi. 

- Terdapat rambu-rambu jalan di sepanjang 
jalan logging. 

- Terdapat APAR di camp Kedawan km 0 dan 

camp km 20. 

 

c. Catatan kecelakaan 
kerja. 

Memenuhi Terdapat laporan bulanan Kecelakaan Kerja 

Kopontren Darussalam dan dokumen yang 
tersedia mulai September 2015 s/d Agustus 

2016 dan  berdasarkan dokumen tersebut tidak 

pernah terjadi kecelakaan kerja  

Wawancara dengan Manager Camp Bp. 

Rizaldi menjelaskan upaya lain untuk 

menekan kecelakaan kerja yaitu briefing K3, 
penggunaan APD dan apabila terdapat 

karyawan atau pekerja yang sakit dapat 

dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Sendawar 
/ Melak di Kutai Barat. 
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PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan 
(auditee) yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja. 

Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja di areal konsesi 

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, hal ini 

dibuktikan dengan adanya surat edaran atau 
pengumuman di base camp Kedawan TPK 

Antara Km 0. Surat tersebut ditandatangani 

pada 19 September 2016 oleh H. Ahmad Syaiful, 
SH yang bertindak sebagai Kuasa Usaha. 

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa 

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam 
memberikan kebebasan kepada karyawan dan 

karyawati dilingkup IUPHHK untuk 

membentuk serikat pekerja/serikat buruh. 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan 
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Ketersediaan Dokumen 
KKB atau PP 

Memenuhi Terdapat dokumen peraturan perusahaan 

Koperasi Pondok Pesantren Darussalam. 

Dokumen peraturan perusahaan telah disahkan 
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur a/n 

H. Mohammad Djailani NIP.19590525 198203 1 
006 Nomor: 








